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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tats kelola dan
akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
serta kegiatan di lingkungan Universitas Jenderal
Soedirman, perlu mendapat pengawasan secara
sistematis, terkendali, efisien dan efektif:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huref a, perlu  membentuk
Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawasan
Internal;

Mengingat + 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4286);

<. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan MNegara
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355 |



Menetapkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2008 tentang  Sistim Pengendalian
Intern  Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggt dan  Pengelolaan Perguruan  Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor
53440);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan
Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal
Soedirman;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL

SOEDIRMAN TENTANG SATUAN PENGAWASAN
INTERNAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan ;

l. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman sebagai Badan
Layanan Umum,

2. Rekior adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

3. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan  pengawasan  lain terhadap
penvelenggaraan fungsi dan tugas Universitas vang bertujuan untuk
mengendalikan  kegiatan, mengamankan  harta dan  aser,
terselenggaranya  laporan keuangan vang baik, meningkatkan
efektifitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya
penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah
organ  universitas yang menjalankan fungsi pengawasan non
akademik,

3. Auditor adalah pemeriksa SPI yang secara obyektif melakukan
pengawasarn internal.

BAE 11
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS
Pasal 2
5Pl berkedudukan sebagai organ Universitas vang pembinaannya secara
teknis  dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenlerian vang
membawahi pendidikan tingg.

Pasal 3

(1) SFI mempunyai fungsi pengawasan non akademik terhadap unit
kKerja di ingkungan Universitas,

{£) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
prinsip independen, obyektif, berintegritas, profesional, kompeten,
memegang kerahasiaan, dan tidak terpengaruh tekanan pihak
manapusn,

Pasal 4
(1] SPI bertugas.:

3. MENYUSUN Program pengawasan;

b. mengawasi kebijakan dan program;

c. mengawasi pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik
NEegara;

d. memantau dan  mengkoordinasikan tindak lanjut  hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;
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e. mendampingi dan mereviu laporan keuangan;

i. memberi saran dan rekomendasi;

g. menyusun laporan hasil pengawasan; dan

l. melaksanakan evaluasi hasil pengawasarn.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

SPl memiliki tanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan pengawasan bidang non akademik;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan
bidang non akademik;

¢, mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan,

d. melaporkan hasil pengawasan pada Rektor dan;

e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan
pengelolaan kegiatan non akademik pada Rektor atas dasar hasil
PENEAWASHDN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), SFl

borwenang:

a. memeriksa dokumen keuangan, pencatatan aktivitas, manajemen
aset, manajemen sumber daya manusia, hukum dan
ketatalaksanaan, fisik kekayaan Universitas, laporan pendapatan
unit usaha/bisnis lainnya untuk mendapatkan data dan informasi
vang berkaitan dengan pelaksanaan tugas andit;

b. memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil
temuan audit dan pemeriksaan kepada Pimpinan universitas
secara berkala;

c. meminta konfirmasi kepada Rektor atau Pimpinan Universitas
tentang pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan
audit,

BAB III
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN INSTRUMEN

Pasal 5
SPl melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui
pelatihan auditor untuk meningkatkan keahlian profesi, baik yang
dilaksanakan internal SPI maupun pihak luar,
5Pl mengembangkan instrumen kertas kerja audit dan buku
pedoman audit internal yang relevan guna kelancaran pelaksanaan
bugas,
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BAE IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Organisasi
Paragraf 1
Umum
Fasal &
Organisasi SPl terdin atas:
a. ketua merangkap Anggota ;
b. Sekretaris merangkap Anggota;
. Koordinator bidang merangkap Anggota;
d. Anggota.
Masa jabatan anggota SPl 4 [empat] tahun dan dapat dipilih
kembali, tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
Jumlah angpota SPI paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyvak
15 {lima belas) orang.
Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perataran ini.

Paragraf 2
Ketua
Pasal 7
Ketua SPI diangkat dan diberhentikan Rektor.
Ketua SPl adalah pengelola tertinggi bagi implementasi Sistem
Manajemen Mutu Internal.

Pasal 8
tua 5Pl bertugas:
memimpin pengawasan dan/atau pengendalian terhadap seluruh unit
kerja di lingkungan Universitas;
melakukan pendampingan dan/atau asistensi dalam  pembuatan
laporan keuangan, laporan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal,
melakukan bimbingan serta pembinaan terhadap kinerja unit unit;
melakukan  koordinasi, perencanaan, pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan tugas vang dilakukan setiap koordinator bidang.

Pasal 9
tua SPI dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
ktor.

Paragraf 3

Selretaris

Pasal 10

Sekretaris SPl diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Ketua
=PI



I2} Sekretaris SPl membantu Ketua 5Pl dalam melaksanakan tugas:
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a. pelaksanaan surat-menyurat berikut pengarsipan;

b. perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan reviu manajemen
rapat ratin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan;

o. perencanaan, pelaksanaan dan hasil aadit;

d. penvusunan korsep laporan kegiatan rutin maupun insidental;
dan

e. mgas lain yang diberikan Ketua SPIL.

Sekretaris 3Pl dibantu Staf Administrasi.

Paragraf 4
Koordinator Bidang
Pasgal 11

koordinator Bidang 5Pl diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul
Ketua SPL.
Koordinator Bidang 5PI terdiri atas:
a. Keordinator Bidang Keuangan;
b. Koordinator Bidang Sarana Prasarana dan Pembangunan,
c. Koordinator Bidang Personalia/EKepegawaian;

Pasal 12

Koordinator Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 avat (2} huruf {a) bertugas:

a. melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujan dan
penilaian atas kegiatan-kegiatan administrasi dan keuangan;

b. memastikan transaksi pembelanjaan dan pemasukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan
penilaian atas laporan keuangan berkala unit kerja;

d. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analsis dan
temuan;

e. melakukan pengawasan dan pemeriksaan hidang kenangan;

f. menyvampaikan saran perbaikan kebijakan pimpinan,
perencanaan dan implementasi Kegiatan universitas;

g menvampaikan hasil analiza, pengawasan dan pemenksaan
kepada Rektor.

Hoordinator Bidang Sarana Prasarana dan Pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2} huruf (b} bertugas:

a. melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan
penilaian  kegiatan pengadaan sesual  ketentuan peraturan
perundang-perundangan;

b. memastikan realisasi aktivitas pengadaan barang/jasa sesuai
spesifikasi;

c. memastikan proses pengadaan sesuai  ketentuan peraturan
perundang-perundangan;



. memastikan keberadaan fisik barang sesuai daftar barang/jasa
vang dimiliki satuan kerja;

. memeriksa efektifitas barang/jasa;

memonitor dan mengevaluasi hasil analisis dan femuan
pengawasan, pemeriksaan serta audit pengadaan barang/jasa;

. menvampaikan saran perbaikan kebijakan pimpinan dan

perencanaan implementasi kegiatan universitas bidang pengadaan
barang/jasa;

. menyampaikan hasil analisis, pengawasan, pemeriksaan dan
audit bidang pengadaan barang/jasa;
memeriksa proses  pembangunan telah sesuai  rencana
pembanginan yvang telah disusun;
memeriksa spesifikasi bahan bangunan yvang digunakan scsuai
Rencana Anggaran Biaya;

- memastikan kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan
bangunan;
mengawast proses pembangunan mulai perencanaan  sampai
selesal;

m.memonitor dan mengevaluasi hasil analisis, temuan pengawasan

dan pemeriksaan:

. membert saran perbaitkan kebijjakan pimpinan, perencanaan dan
implementasi kegiatan universitas;

. menyampaikan hasil analisis, pengawasan, pemeriksaan dan
audit kepada Rekuor,

|3) Koordinator Bidang Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1
a

b.

(1)
(2]

1 ayat [2) huruf ¢ bertugas:

. memeriksa sumber dayva manusia sesuai kebutuhan universitas

dan kebutuhan satuan kerja;

memeriksa ketaatan pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi

masing-maging bagian;

memastikan aktivitas pegawai sesual tugas pokok dan fungsinya;

. memonitor dan  mengevaluasi  hasil analisis, temuan hasil
pengawasan dan pemeriksaan;

. memberi saran perbaikan kebijakan pimpinan, perencanaan dan

implementasi kegiatan universitas;
menyampaikan hasil analisis, pengawasan, pemeriksaan dan
audit kepada Rektor.

Pasal 13
Koordinator bidang dibantu oleh auditor;
Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diangkat Rektor dari
dosen di lingkungan Universitas.



Bagan Kedua
Tata Kena
Pasal 14
Anpgota 5Pl dalam melaksanakan tagas wajib:
a, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
Tugas masing-masing;
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk
teknis vang ditetapkan Rektor;
¢, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan;

Pasal 15
1] Dalam hal Ketua SPI berhalangan dalam jangka waktu tertentu,
Sekretans bertindak sebagai pelaksana harian Ketua SPL
{2) Apabila Ketua SPl berhalangan tetap, Rektor menganghksat pejabat
Pelaksana Tugas Ketua SPI sampai dilantik Ketua 5Pl definitif.

BAB V
PERSYARATAN DAN KODE ETIK
Pasal 16
Anggota SPI harus memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan bidang
pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan
kepegawaian dan/atau organisasi,

Pasal 17

Anggota SPl wajib mematuhi kode etk auditor, yaitua:

a. Jujur, obyektil dan cermat melaxsanakan tugas pengawasan,

b. Memiliki integritas dan loyalitas;

c. Menghindari perbuatan yang merugikan universitas;

d. Tidak menerima janji dan/atau imbalan apapun yang terkait
lanpgsung atau tidak langsung dengan tugas pengawasan;

e. Tidak memanfaatkan data dan/atau informasi yang diperoleh untuk
kepentingan atau keuntungan pribadi;

f. Melaporkan hasil pengawasan dan/atau audit dengan tidak
menvembunyikan data danjatau informasi yang dapat merugikan
universitas;

g. Memegang rahasia hasil pengawasan dan/atau audit kecuali untuk
kepentingan dinas dan peradidan;

h. Mematuhi standar profesi auditor sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

i A
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BAEB V]
KERJASAMA

Pasal 18
SPl dapat menjalin kerjasama dengan lembags lain baik di dalam
negeri maupun di luar negeri guna meningkatkan mutu layanan
PEHBH“’H_H.-EI_I'.I_-
Herjasama scbagaimana dimaksud pada avat {1} sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BAB ¥II
PEMBIAYAAN

Pasal 19
SP! wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran vang diusulkan
kepada Rektor.
Pembiayaan kegatan SPl wajib dibukukan sesuai sistem akuntansi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
SPIl membuat laporan keuangan akhir tahun kepada Rektor.

Peraturan imi mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dii:eta.pkan di Purwokerto
tanggal 10 Maret 2015

H.MAD IQBAL ¢ -ra“'if;nf £



Lampiran :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIEMAN NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG SATUAN
PENGAWASAN INTEENAL UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

KETUA
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KOORDINATOR ANGGOTA
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